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ABSTRAK

KomisiYudisial setelah perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 memperkuat
kewenangan dalam penegakan Kode Etik Hakim dengan dibantu-oleh Penghubung Komisi
Yudisial Daerah. Penghubung Komisi Yudisial terbentuk berdasarkan Peraturan Komisi
Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1
Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di
daerah. Kedudukan Penghubung Komisi Yudisial Daerah sebagaiman untuk membantu tugas-
tugas Komisi Yudisial. Namun, menurut Pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun
2012 tentang Penghubung Komisi Yudisial Daerah berfungi “membantu pelaksanaan tugas
Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat
serta perilaku hakim”.Penghubung Komisi Yudisial di daerah menegakkan kode etik
berdasarkan keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan ketua Komisi Yudisial
N0.047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 dengan terbentuknya KEPPH.
Rumusan masalah dalam pembahasan dan permasalahan yang diteliti ini adalah pertama,
bagaimana kedudukan Penghubung Komisi Yudisial dalam pengawasan atas perilaku Hakim
melalui peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan,Susunan, dan Tata Kerja
Penghubung Komisi Yudisial Daerah ? kedua, bagaimana koordinasi antara Penghubung
Komisi Yudisial dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam penegakan pelanggaran
kode etik hakim di daerah ?.metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif
(doctrinal research) dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, dan
pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini Pertama, kedudukan dan koordinasi
penghubung Komisi Yudisial hanya menghubungkan kepada Komisi Yudisial terkait
pelaporan pelanggaran kode etik hakim di daerah. Bahkan struktur dari Penghubung Komisi
Yudisial belum terlalu jelas di dalam Komisi Yudisial tersebut.Bahkan lembaga Penghubung
Komisi Yudisial Daerah terhadap Nomenklatur belum mencerminkan lembaga Komisi
Yudisial untuk daerah dalam penegakan kode etik hakim yang dimana dibentuk sebagai
lembaga perwakilan Komisi Yudisial di daerah.Kedua, Koordinasi antara Penghubung Komisi
Yudisial melakukan penyampaian hasil analisa laporan terhadap dugaan pelanggaran kode etik
Hakim berdasarkan KEPPH
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